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ABSTRAK 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh kesadaran wajib 

pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan dengan sosialisasi 

perpajakan sebagai variabel pemoderasi. Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan 

Pajak Pratama Gianyar. Penentuan sampel dilakukan melalui metode convenience 

sampling,ukuran sampel dihitung dengan menggunakan rumus Slovin dengan 

menggunakan 100 sampel. Metode analisis data dilakukan dengan Moderated 

Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib 

pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan.Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib 

pajak badan. Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib 

pajak pada kepatuhan wajib pajak badan. Sosialisasi perpajakan juga mampu 

memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan. 

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kepatuhan wajib pajak, dan 

sosialisasi perpajakan. 

 

ABSTRACT 
The purpose of this research is to know how to influence taxpayer awareness and 

quality service on taxpayer compliance with the socialization of taxation as a 

moderating. Research conducted at the Tax Office Primary Gianyar. The sampling is 

done through convenience sampling method, then the sample size was calculated using 

the formula Slovin using 100 samples. Methods of data analysis done by Moderated 

Regression Analysis (MRA). The results showed that awareness of the taxpayer and a 

significant positive effect on tax compliance body. Service quality and significant 

positive effect on tax compliance body. The results also indicate that the socialization 

of taxation able to moderate the influence of awareness of taxpayers on tax compliance 

body. Socialization taxation also able to moderate the influence of service quality on 

taxpayer compliance. 

Keywords: taxpayer awareness, quality of services, tax compliance, and socialization 

taxation. 

PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara yang sedang berkembang, dana yang cukup 

besar diperlukan setiap tahunnya untuk melaksanakan berbagai macam 
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pembangunan. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam pembangunan, maka 

semakin besar pula penerimaan yang harus didapatkan. Sumber penerimaan negara 

ada 2 (dua) yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Sumber 

pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu 

penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penerimaan pajak, serta hibah. 

Sektor penerimaan pajak merupakan salah satu sumber utama yang diandalkan 

pemerintah dalam membiayai pembangunan serta pengeluaran-pengeluaran lainnya. 

Santika (2014) mengatakan bahwa pajak merupakan kekayaan potensial yang 

dimiliki oleh setiap daerah dan hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi 

pendapatan daerahnya dengan memungut pajak. Jumlah penduduk Indonesia yang 

setiap tahunnya semakin bertambah menyebabkan sumber penerimaan pemerintah 

dari sektor perpajakan dikatakan sebagai sumber penerimaan yang mempunyai umur 

tidak terbatas. Penerimaan dari sektor pajak merupakan penerimaan yang paling besar 

dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya.Perkembangan pendapatan negara dari 

sektor pajak dan sektor lainnya dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 disajikan 

pada Tabel 1 berikut. 

Tabel 1. 

Perkembangan Pendapatan NegaraTahun 2010-2014 

 (dalam Triliun Rupiah) 
Tahun 

 
Penerimaan Negara 

Pajak Bukan Pajak Hibah 

2010 723,3 268,9 3,0 

2011 873,9 331,5 5,3 

2012 980,5 351,8 5,8 

2013 1.148,4 349,2 4,5 

2014 1.246,1 386,9 2,3 

Sumber: Nota Keuangan dan RAPBN (Data diolah), 2015 
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Tabel 1 menyatakan bahwa sumber penerimaan negara terbesar selama 5 tahun 

terakhir berasal dari pajak. Besarnya kontribusi penerimaan pajak tersebut terhadap 

pendapatan negara, sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan dan 

perekonomian bangsa. Dana dari penerimaan pajak sebagai sumber utama APBN 

tersebut dialokasikan untuk mendanai berbagai kepentingan bangsa untuk 

kemakmuran rakyat, mulai dari sektor pertanian, industri, perbankan, kesehatan 

maupun pendidikan. 

Semakin besar jumlah pajak yang diterima, maka akan semakin 

menguntungkan bagi negara (Alim, 2005). Seluruh daerah di Indonesia menggali 

potensi pendapatan daerahnya melalui pajak daerah. Upaya untuk optimalisasi 

pemungutan pajak dan retribusi daerah dilakukan dengan cara ekstensifikasi dan 

intensifikasi pemungutan pajak dengan tetap berpedoman pada peraturan dan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Di Indonesia sistem pemungutan pajak telah menganut self assessment system 

sejak tahun 1984 yang membawa misi dan konsekuensi perubahan sikap (kesadaran) 

warga masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (voluntary compliance) 

(Simanjuntak, 2009). Wajib pajak harus memiliki sikap kepatuhan untuk menerapkan 

sistem tersebut, karena saat ini masyarakat masih banyak yang belum sadar akan 

pentingnya sikap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Simanjuntak, 2009). 

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sangat diperlukan bagi negara, 

mengingat pajak tersebut merupakan sumber  utama penerimaan negara yang akan 
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digunakan sebagai dana untuk pembangunan bangsa demi tercapainya kemakmuran 

rakyat.Kepatuhan wajib pajak menurut Rahayu (2010) adalah keadaan dimana wajib 

pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak 

perpajakannya.Ocheni (2015) menyatakan kepatuhan wajib pajak dengan 

kesediaanmembayar pajak sangat penting dan tidak dapat diabaikan. Mencapai 

tingkatkepatuhan wajib pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini 

merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju 

dan berkembang (Razak dan Christopher, 2013).Kepatuhan wajib pajak 

untukmemenuhi kewajiban sebagai wajib pajak tidak menjadi hal mudah. 

Masyarakatlebih cenderung bersikap antipati pada pajak (Nazmel, 2010). James et al. 

(2004) menyatakan kepatuhan pajak merupakan kesediaan Wajib Pajak dalam 

pemenuhan kewajiban-kewajibannya agar sesuai dengan undang-undang perpajakan 

yang berlaku tanpa diperlukan investigasi seksama, pemeriksaan, ancaman dan 

peringatan serta penerapan sanksi (hukum atau adiministrasi), oleh karena itu 

kepatuhan wajib pajak merupakan faktor yang sangat penting bagi peningkatan 

penerimaan pajak, seharusnya perlu dikaji secara intensif tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Chau, 2009). 

Wajib pajak jika tidak patuh terhadap peraturan pajak, maka secara tidak 

langsung akan menumbuhkan upaya penghindaran wajib pajak. Jika hal tersebut 

terjadi, dapat menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak daerah maupun negara. 

Pemerintah perlu menumbuhkan rasa kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terus 
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menerus untuk mencapai target pajak yang telah ditetapkan.Clotfetler (1983) 

menyatakan ketidakpatuhan secara bersamaan akan menyebabkan berkurangnya 

penyetoran pajak ke kas negara. 

Tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Putri dan Jati (2014) menyatakan bahwa 

kesadaran wajib pajak merupakan hal yang penting dalam perpajakan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari 

kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang 

ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan 

wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Idealnya untuk mewujudkan 

sadar dan peduli pajak, masyarakat harus terus diajak untuk mengetahui, mengakui, 

menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku. 

Faktor lain selain kesadaran wajib pajak yang dapat meningkatkan kepatuhan 

wajib pajak adalah kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan berperan besar terhadap 

peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam penerimaan pajak. Petugas pajak harus 

memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak sehingga memotivasi wajib 

pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.  

Parasuraman, dkk. (1985) mengungkapkan bahwa kualitas pelayanan adalah 

penilaian seseorang terhadap kinerja aktual dari penyedia layanan yang dibandingkan 

dengan harapan yang diinginkan. Pelayanan berkualitas merupakan kemampuan 

suatu instansi yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam 
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batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggung jawabkan (Gilbert et al, 

2004).  

Supadmi (2009) mengatakan bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak dapat dilakukan melalui kualitas pelayanan. Hasil penelitiannya menemukan 

bahwa untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

pajak, kualitas pelayanan harus ditingkatkan oleh aparat pajak. Cronin (1992) juga 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan juga dinilai sebagai perbandingan antara 

harapan yang diinginkan oleh pelanggan denganpenilaianmerekaterhadap kinerja 

aktual dari suatu penyediaan layanan. 

Upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib 

pajak adalah dengan sosialisasi perpajakan. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu 

upaya untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat 

mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-

undangan. Sosialisasi ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, baik media 

cetak seperti surat kabar, majalah maupun media audio visual seperti radio atau 

televisi (Sulistianingrum, 2009). 

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar merupakan instansi vertikal 

yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor 

Direktorat Jenderal Pajak Wilayah Bali. Fungsi dari kantor pelayanan pajak yakni 

melakukan pengumpulan dan pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, 

pengamatan potensi perpajakan dan efektifitas wajib pajak, penelitian dan 
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penatausahaan surat pemberitahuan pajak tahunan, surat pemberitahuan masa serta 

berkas Wajib Pajak, penerimaan pajak, penagihan, pemeriksaan, penerapan sanksi 

perpajakan dan pelaksanaan administarasi Kantor Pelayanan Pajak. Gambaran jumlah 

laporan SPT wajib pajak badan yang masuk di KPP Pratama Gianyar disajikan pada 

Tabel 2. 

Tabel 2. 

LaporanSPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan  

di Kantor Pelayanan Pajak Pratama GianyarTahun 2012-2014 
Uraian Tahun 

2012 2013 2014 

WP Badan:      

WP Efektif 5.115 5.238 5.993 

WP Tidak Efektif 582 584 584 

SPT Masuk 2.513 2.545 2.616 

SPT Tidak Masuk 2.396 2.756 3.093 

Kepatuhan (%) 49,13 45,95 43,65 

             Sumber: KPP Pratama Gianyar, 2015 

Berdasarkan Tabel 2 bahwa jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar 

mengalami peningkatan setiap tahun sejak 2012-2014, sedangkan persentase tingkat 

kepatuhannya pada periode tahun yang sama cenderung mengalami penurunan. Tabel 

2 juga menunjukkan persentase kepatuhan pelaporan SPT menurun dibandingkan 

dengan jumlah wajib pajak efektif yang terdaftar pada tahun 2012 sebesar 49,13 

persen, tahun 2013 menurun menjadi 45,95 persen, dan tahun 2014 kembali menurun 

menjadi 43,65 persen. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan 

Pajak (KPP) Pratama Gianyar ini menunjukkan persentase tingkat kepatuhan yang 

masih rendah. Ketidakpatuhan dapat berasal dari kesalahan yang tidak disengaja 
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maupun yang disengaja(Lederman, 2003). Perlu dikaji lebih mendalam faktor-faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Gianyar. 

Secara teoritis, kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan dapat 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pratiwi dan Ery (2014) dari hasil penelitian 

mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. Susmita (2015) juga dalam penelitiannya menemukan bahwa kualitas 

pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian 

Dharma (2014) mendapatkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, 

dan kualitas pelayanan berpengaruh positifdan signifikan pada kepatuhan wajib 

pajak. 

Kepatuhan wajib pajak merupakan ukuran yang secara teori dapat didefinisikan 

dengan mempertimbangkan tiga jenis pemenuhan seperti pemenuhan pembayaran, 

pemenuhan pengisian dan pemenuhan pelaporan (Omweri et al, 2010).Pernyataan ini 

didukung oleh pernyataan Devos (2009) yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib 

pajak dapat dikatakan sebagai kepatuhan dalam persyaratan pelaporan dimana wajib 

pajak mengajukan, melaporkan dan membayarkan kewajibannya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku.Doran (2009) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibanperpajakannya perlu ditingkatkan demi terciptanya target pajak 

yang diinginkan. 

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 

mematuhi, dan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan sukarela. 
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Apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, maka 

tingkat kesadaran wajib pajak semakin tinggi sehingga diharapkan dapat 

meningkatkan kepatuhan perpajakannya (Muliari dan Ery, 2011). Penelitian yang 

dilakukan oleh Putri dan Jati (2014) dan Pratiwi dan Ery (2014) menemukan bahwa 

kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan adalah: 

H1: Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak 

badan di KPP Pratama Gianyar. 

 

Kualitas pelayanan dapat diukur dengan kemampuan memberikan pelayanan 

yang memuaskan, dapat memberikan pelayanan dengan tanggapan, kemampuan, 

kesopanan, dan sikap dapat dipercaya yang dimiliki oleh aparat pajak. Kepatuhan 

wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, 

menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar dan melaporkan 

pajak yang terutang tepat pada waktunya (Supadmi, 2009).Boonyarat et al. (2014) 

menyatakan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. 

Harapan dari diberikannya kualitaspelayanan yang baik yaitu wajib pajak dapat 

memperoleh kemudahan. Penelitian yang dilakukanoleh Susmita (2015) menemukan 

bahwa, kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak. 

Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang diajukanadalah: 

H2: Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak badan di 

KPP Pratama Gianyar. 
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Sosialisasi perpajakan sangat penting diberikan kepada wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak akan lebih efektif jika 

Direktorat Jenderal Pajak mengadakan sosialisasi perpajakan. Adanya sosialisasi 

perpajakan ini, maka wajib pajak akan mendapatkan pengertian, informasi, dan 

pembinaan sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Berdasarkan uraian 

tersebut, maka sosialisasi perpajakan digunakan sebagai variabelpemoderasi 

pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak. 

H3: Sosialisasi perpajakan memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada 

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. 

 

Menurut Supadmi (2009), secara sederhana kualitas adalah suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi atau melebihi harapan pihak yang menginginkannya. Kualitas 

pelayanan merupakan suatu kegiatan yang diberikan oleh aparat pajak untuk 

memenuhi harapan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Sosialisasi perpajakan dari aparat pajak sangat diharapkan oleh wajib pajak. 

Winerungan (2013) menyatakan bahwa kurangnya sosialisasi mungkin berdampak 

pada rendahnya pengetahuan masyarakat tentang pajak yang menyebabkan rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk melaporkan dan membayar pajak yang pada akhirnya 

mungkin menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Adanya sosialisasi 

perpajakan serta diberikannya kualitas pelayanan yang memadai, akan berdampak 

pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, maka sosialisasi 
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perpajakan digunakan sebaga variabel pemoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada 

kepatuhan wajib pajak. 

H4:Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada 

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. 

 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang digunakan didalam penelitian ini dengan bentuk asosiatif 

yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau 

lebih (Rahyuda, 2004). Pada penelitian ini variabel yang diuji adalah pengaruh 

kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak yang 

dimoderasi oleh variabel sosialisasi perpajakan. Desain penelitian disajikan pada 

Gambar 1. 

Gambar 1. Desain Penelitian 
Sumber: Data Diolah, 2016 
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Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Gianyar beralamat di jalan Dharma Giri, Buruan Blahbatuh, 

Gianyar.Jumlah populasi dalam penelitian ini bervariasi, jumlah sampel dalam 

penelitian ini ditentukan dengan metode convenience sampling. Metode convenience 

sampling adalah pengambilan sampel yang dilakukan secara acak dengan 

mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti. Untuk 

menentukan ukuran sampel wajib pajak badan efektif yang terdaftar di Kantor 

Pelayanan Pajak Pratama Gianyar digunakan rumus Slovin, yaitu: 

n  = 
N

(1 + N (e)
2
)
…………………………………………………………………(1) 

Keterangan: 

n = Jumlah anggota sampel 

N = Jumlah anggota populasi 

e = Nilai kritis (batas ketelitian, 0,1) 

Dari rumus di atas. diperoleh bahwa jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 

sebanyak 100 responden.Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei 

menggunakan media angket (kuisioner) selanjutnya, kuesioner diukur dengan 

menggunakan skala likert. Skala likert yang digunakan dalam penelitian adalah skala 

likert 4 poin. 

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak 

melakukanperaturan perpajakannya tanpa adanya dorongan atau paksaan dari orang 

lain(Muliari dan Ery, 2011).Variabel Kesadaran Wajib Pajak diukur dengan 
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menggunakan kueisioner yang berisikan enam butir pertanyaan yang diadopsi dari 

(Widayanti, 2010).Kualitas pelayanan tidak hanya dianggap penting oleh perusahaan 

komersial saja tetapi saat ini instansi pajak juga telah merasakan betapa pentingnya 

kualitas pelayanan karena instansi pajak juga memiliki pelanggan yakni wajib pajak 

(Alabede et al, 2011).Variabel Kualitas Pelayanan diukur dengan menggunakan 

kuesioner yang berisikan delapan belas butir pertanyaan yang diadopsi dari (Susmita, 

2015).Sosialisasi perpajakan diharapkan akan tercipta partisipasi yang efektif di 

masyarakat dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam 

memenuhi hak dan kewajibannya (Prasmini, 2012). Variabel Sosialisasi perpajakan 

diukur dengan kuesioner yang berisikan sepuluh butir pertanyaan yang diadopsi dari 

(Yudha S., 2012).Menurut Torgler (2005) salah satu masalah yang paling serius bagi 

para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan wajib pajak. 

Variabel Kepatuhan Wajib Pajak diukur dengan menggunakan kuesioner yang 

berisikan lima butir pertanyaan yang diadopsi dari (Prawirasuta, 2015). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Menurut Sugiyono (2010) valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam hal ini berarti mengukur sejauh mana 

ketepatan pertanyaan yang digunakan dalam kuesioner untuk mengukur variabel yang 

akan diteliti. Syarat minimum suatu kuisioner yang memenuhi validitas adalah jika 

korelasi antara butir skor dengan skor total tersebut positif atau lebih besar dari 0,3 

dengan tingkat kesalahan alpha 0.05.Berdasarkan hasil olahan SPSS, variabel 
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kesadaran wajib pajak (X1) memperoleh nilai sebesar (0,962 - 0,889) > 0,3. Variabel 

kualitas pelayanan (X2) memperoleh nilai sebesar (0,830 – 0,663) > 0,3. Variabel 

sosialisasi perpajakan (X3) memperoleh nilai sebesar (0,745 – 0,848) > 0,3. Variabel 

kepatuhan wajib pajak (Y) memperoleh nilai sebesar (0,857 – 0,876) > 0,3. Dari hasil 

olahan SPSS tersebut, dapat dilihat bahwa semua butir variabel mempunyai koefisien 

lebih besar dari 0,3 sehingga semua instrumen dinyatakan valid. 

Menurut Sugiyono (2010) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila 

digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data 

yang sama. Tabel 3 menunjukkan hasil uji reliabilitas: 

Tabel 3.  

Hasil Uji Reliabilitas Instrumen 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Kesadaran Wajib Pajak 0,969 Reliabel 

Kualitas Pelayanan 0,881 Reliabel 

Sosialisasi Perpajakan 0,951 Reliabel 

Kepatuhan Wajib Pajak 0,665 Reliabel 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa nilai cronbach alpha untuk variabel 

Kesadaran Wajib pajak adalah 0,969. Nilai cronbach alpha untuk variabel Kualitas 

Pelayanan adalah 0,881. Variabel Sosialisasi Perpajakan memiliki nilai cronbach 

alpha sebesar 0,951 dan variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai cronbach 

alpha sebesar 0,665. Sesuai dengan yang dikemukakan sebelumnya bahwa instrumen 

dinyatakan reliabel apabila nilai cronbach alpha lebih dari 0,60 maka instrumen 

tersebut dinyatakan reliabel. 
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Suyana Utama (2009) menyatakan uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah dalam residual dari model regresi yang dibuat berdistribusi normal ataukah 

tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi residual yang normal atau 

mendekati normal.Tabel 4 menyajikan hasil uji normalitas:  

 

 

 

 

 

 

Tabel 4. 

Hasil Uji Normalitas 
Keterangan UnstandardizedResidual 

N 100 

Kolmogorov-Smirnov Z 0,483 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,125 

                                  Sumber: Data diolah,2016 

Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan SPSS pada Tabel 4terlihat 

bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,125 lebih besar dari tingkat signifikansi (0,1). 

Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

berdistribusi normal. 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Multikolinearitas dapat dilihat dari 

tolerance atau variance inflation factor (VIF). Jika nilai tolerance lebih dari 10% 

atau VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multikolinearitas.Hasil uji 

multikolonieritas disajikan pada Tabel 5. 

Tabel 5. 

Hasil Uji Multikolinearitas 
Variabel Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
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X1 0,200 4,998 

X2 0,300 3,335 

X3 0,223 4,490 

X1X3 0,148 8,683 

X2X3 0,175 8,421 

                   Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa 

masing-masing variabel memiliki nilai VIF di bawah 10 dan nilai tolerance di atas 

0,1, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi hubungan multikolinearitas 

antara variabel bebas. 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang 

lain. Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan uji Glejser. Jika tingkat signifikansi 

berada di atas 0,1 maka model regresi ini bebas dari gejala heteroskedastisitas.Hasil 

uji heterokedastisitas disajikan dalam Tabel 6 berikut. 

 

Tabel 6. 

HasilUjiHeteroskedastisitas 
Variabel Signifikansi 

X1 0,658 

X2 0,063 

X3 0,849 

X1X3 0,870 

X2X3 0,727 

                             Sumber: Data dioalah, 2016 

Berdasarkan Tabel 6 menunjukkan bahwa masing-masing variabel yang 

meliputi kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan 

memiliki tingkat signifikansi lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

model regresi dalam penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas. 
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Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ini ditampilkan untuk 

mempermudah dalam mengetahui tanggapan umum responden terhadap variabel-

variabel yang diteliti dalam penelitian ini seperti kesadaran wajib pajak, kualitas 

pelayanan, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak. Hasil ringkasan analisis 

statistik deskriptif disajikan pada Tabel 7. 

 

 

 

 

 

Tabel 7. 

 Hasil Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 100 10 24 22.65 3.488 

X2 100 35 72 68.38 6.263 

X3 100 17 40 36.85 5.068 

Y 100 11 20 19.07 1.653 

        Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 7dapat dijelaskan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak 

(X1)memiliki nilai terendah 10 dan nilai terbesar 24 dengan rata-rata sebesar 22,65. 

Standar Deviasi untuk Kesadaran Wajib Pajak sebesar 3,488, artinya terjadi 

penyimpangan nilai Kesadaran Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai rata-rata 

sebesar 3,488.Variabel Kualitas Pelayanan (X2) memiliki nilai terendah 35 dan nilai 

terbesar 72 dengan rata-rata sebesar 68,38. Standar Deviasi untuk Kualitas Pelayanan 

sebesar 6,263, artinya terjadi penyimpangan nilai Kualitas Pelayanan yang diteliti 

terhadap nilai rata-rata sebesar 6,263.Variabel Sosialisasi Perpajakan (X3) memiliki 

nilai terendah 17 dan nilai terbesar 40 dengan rata-rata sebesar 36,85. Standar Deviasi 

untuk Sosialisasi Perpajakan sebesar 5,068, artinya terjadi penyimpangan nilai 
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Sosialisasi Perpajakan yang diteliti terhadap nilai rata-rata sebesar 5,068.Variabel 

Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai terendah 11 dan nilai terbesar 20 dengan 

rata-rata sebesar 19,07. Standar Deviasi untuk Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 1,653, 

artinya terjadi penyimpangan nilai Kepatuhan Wajib Pajak yang diteliti terhadap nilai 

rata-rata sebesar 1,653. 

 MRA merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam 

persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel 

independen) (Liana, 2009). Hasil pengujian MRA diolah dengan bantuan program 

SPSS dandisajikan pada Tabel 8.  

Tabel 8. 

 Koefisien Beta Variabel Penelitian dan Konstanta 
Variabel Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

(Constant) 4,770 1,675  

X1 0,065 0,023 2,778 

X2 0,085 0,033 0,323 

X3 0,222 0,047 0,682 

X1X3 0,006 0,002 1,189 

X2X3 0,011 0,002 1,313 

             Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 8 dapat dikembangkan persamaan regresi yang dihasilkan 

melalui Moderated Regression Analysis (MRA) adalah sebagai berikut: 

Y = 4,770 + 0,065 X1 + 0,085 X2 + 0,222 X3 + 0,006(X1.X3) + 0,011(X2.X3) + e 

Berdasarkan persamaan MRA di atas dapat diketahuinilai konstanta 4,770 

memilikimakna apabila X1, X2, dan X3 sama dengan nol maka Kepatuhan Wajib 

Pajak sama dengan 4,770 satuan.Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib Pajak (X1) 

sebesar 0,065 memiliki arti apabila Kesadaran Wajib Pajak naik sebesar satu satuan, 
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maka Kepatuhan Wajib Pajak naik sebesar 0,065 satuan dengan asumsi variabel 

lainnya konstan.Nilai koefisien regresi Kualitas Pelayanan Pajak (X2) sebesar 0,085 

memiliki arti apabila Kualitas Pelayanan naik sebesar satu satuan, maka Kepatuhan 

Wajib Pajak akan naik sebesar 0,085 satuan dengan asumsi variabel lainnya 

konstan.Nilai koefisien regresi X1.X3 sebesar 0,006 mengindikasikan bahwa efek 

moderasi yang diberikan adalah positif, artinya semakin tinggi moderasi Sosialisasi 

Perpajakan (X3), maka pengaruh Kesadaran Wajib Pajak (X1) terhadap Kepatuhan 

Wajib Pajak (Y) meningkat.Nilai koefisien regresi X2.X3 sebesar 

0,011mengindikasikan bahwa efek moderasi yang diberikan adalah positif, artinya 

semakin tinggi moderasi Sosialisasi Perpajakan (X3), maka pengaruh Kualitas 

Pelayanan (X2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) meningkat. 

Uji Kesesuaian Model (Uji F) bertujuan untuk mengetahui kemampuan variabel 

independen dalam menjelaskan variabel dependennya sehingga dapat dikatakan 

bahwa model regresi tersebut layak digunakan untuk mengetahui apakah model 

dalam penelitian ini layak digunakan atau tidak. Hasil pengujian disajikan pada   

Tabel 9. 

Tabel 9. 

Hasil Uji F 
F-Hitung  Signifikansi 

24,769 0,000 

                Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 9 dapat diketahui bahwa nilai F-hitung sebesar 24,769 

dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai signifikansi yang lebih kecil daripada 0,1, 

maka model penelitian ini layak untuk digunakan sebagai alat analisis untuk menguji 
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pengaruh variabel independen dan moderasi pada variabel dependen. Analisis 

koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar variabel 

independen mempengaruhi variabel dependennya. Pada penelitian ini koefisien 

determinasi dilihat melalui nilai Adjusted R
2
seperti disajikan pada Tabel 10. 

Tabel 10. 

Hasil Koefisien Determinasi 
R-Square Adjusted R- Square 

0,568 0,546 

Sumber: Data diolah, 2016 

Berdasarkan Tabel 10menunjukkan bahwa nilai Adjusted R
2
 sebesar 0,546, 

memiliki arti bahwa 54,6 persen variasi perubahan Kepatuhan Wajib Pajak dapat 

dijelaskan oleh variabel Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sosialisasi 

Perpajakan sedangkan sisanya sebesar 45,4 persen dipengaruhi oleh variabel lain di 

luar model. 

Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui apakah variabel independen secara 

parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi < 0,1, maka 

hipotesis alternatif diterima dan jika nilai signifikansi > 0,1, maka hipotesis alternatif 

ditolak. Hasil pengujian disajikan pada Tabel 11 : 

Tabel 11. 

 Hasil Moderated Regression Analysis (MRA) 
Variabel Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 

X1 

X2 

X3 

X1X3 

X2X3 

4.770 

.065 

.085 

.222 

.006 

.011 

1.675 

.023 

.033 

.047 

.002 

.002 

 

2.778 

.323 

.682 

1.189 

1.313 

2.847 

2.871 

2.607 

4.749 

3.857 

5.291 

.005 

.005 

.011 

.000 

.000 

.000 

Sumber: Data diolah, 2016 
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 Tingkat signifikansi t sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,1 sehingga H1 

diterima. Hal ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 

signifikan pada kepatuhan wajib pajak.Tingkat signifikansi t sebesar 0,011 lebih kecil 

dari 0,1 sehingga H2 diterima. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh 

positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.Tingkat signifikansi t sebesar 0,000 

lebih kecil dari 0,1 sehingga H3 diterima. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan 

mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib 

pajak.Tingkat signifikansi t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,1 sehingga H4 diterima. 

Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas 

pelayanan pada kepatuhan wajib pajak. 

Hasil uji pengaruh kesadaran wajib pajak (X1) pada kepatuhan wajib pajak (Y) 

pada Tabel 11 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,005 lebih kecil dari α = 0,1. Hal 

ini berarti bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan 

wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Nilai koefisien regresi Kesadaran Wajib 

Pajak (X1) sebesar 0,065 menunjukkan adanya pengaruh positif kesadaran wajib 

pajak pada kepatuhan wajib pajak badan KPP Pratama Gianyar. Hasil uji berarti 

menerima H1 yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan 

signifikan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Wajib pajak 

yang sadar dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya akan membuat kepatuhan 

wajib pajak tersebut meningkat. Kepatuhan wajib pajak akan meningkat karena 

dengan melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak mengetahui bahwa pajak 
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digunakan untuk membiayai pembangunan negara. Hasil penelitian ini didukung oleh 

penelitian Putri dan Jati (2014) dan Pratiwi dan Ery (2014).Hasil penelitiannya 

menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan 

wajib pajak. 

Hasil uji parsial pengaruh kualitas pelayanan (X2) pada kepatuhan wajib pajak 

badan (Y) pada Tabel 11 diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 lebih kecil dari α = 

0,1. Hal ini berarti bahwa kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Nilai koefisien regresi 

kualitas pelayanan (X2) sebesar 0,085 menunjukkan adanya pengaruh positif kualitas 

pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Menurut 

Chebusit et al. (2014) memfasilitasi kepatuhan memerlukanfaktor kualitas pelayanan. 

Wajib pajak yang mendapatkan pelayanan dengankualitas yang baik akan senantiasa 

merasa senang, merasa puas atas pemberianpelayanan yang diberikan petugas pajak 

karena wajib pajak dapat memperolehkemudahan dalam menyelesaikan dan 

melaksanakan seluruh hak dankewajibannya sebagai wajib pajak.Hasil penelitian ini 

didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sanjaya (2013) dan Susmita 

(2015).Penelitiannya menyimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif 

dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak.  

 Hasil uji moderasi kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan (X1X3) 

pada kepatuhan wajib pajak badan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (Tabel 

11) lebih kecil dari α = 0,1. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan mampu 
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memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan di 

KPP Pratama Gianyar. Nilai koefisien regresi kesadaran wajib pajak dan sosialisasi 

perpajakan (X1X3) sebesar 0,006 menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan 

memperkuat pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan wajib pajak badan di 

KPP Pratama Gianyar. Hasil uji berarti menerima hipotesis H3 yang menyatakan 

bahwa sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak 

pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Sosialisasi perpajakan 

dapat mempengaruhi kesadaran seseorang dalam membayar pajak. Sosialisasi 

perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah akan menyebabkan wajib pajak menjadi 

sadar akan pentingnya mematuhi peraturan pajak yang telah ditentukan oleh 

pemerintah. Hasil uji moderasi kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan (X2X3) 

pada kepatuhan wajib pajak badan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 (Tabel 

11) lebih kecil dari α = 0,1. Hal ini berarti bahwa sosialisasi perpajakan mampu 

memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP 

Pratama Gianyar. Nilai koefisien regresi kualitas pelayanan dan sosialisasi perpajakan 

(X2X3) sebesar 0,011 menjelaskan bahwa sosialisasi perpajakan memperkuat 

pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama 

Gianyar. Hasil uji berarti menerima hipotesis H4 yang menyatakan bahwa sosialisasi 

perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib 

pajak badan di KPP Pratama Gianyar. 
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Salah satu bagian dari pelayanan perpajakan yang dirasakan langsung 

manfaatnya oleh wajib pajak adalah sosialisasi. Semakin sering dilaksanakannya 

sosialisasi perpajakanoleh fiskus kepada wajib pajak badan, akan mempengaruhi 

peningkatan kualitas pelayanan di KPP Pratama Gianyar.  Dalam sosialisasi, 

pengetahuan wajib pajak badan tentang perpajakan akan semakin bertambah, 

bertambahnya pemahaman wajib pajak badan tentang perpajakan akan mampu 

mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya.Sehingga dapat disimpulkan dengan seringnya fiskus melakukan 

sosialisasi akan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang semakin baik dan 

selanjutnya akan berdampak pada kepatuhan perpajakan yang meningkat.  

SIMPULAN DAN SARAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat ditarik simpulan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Artinya semakin 

tinggi tingkat kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban pajaknya maka 

kepatuhan wajib pajak juga meningkat.Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Artinya 

semakin baik kualitas pelayanan maka kepatuhan wajib pajak badan akan meningkat. 

Sosialisasi perpajakan mampu memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak pada 

kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Artinya sosialisasi perpajakan 

akan meningkatkan pengaruh kesadaran wajib pajak pada kepatuhan.Sosialisasi 
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perpajakan mampu memoderasi pengaruh kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib 

pajak badan di KPP Pratama Gianyar. Sosialisasi yang disertai dengan kualitas 

pelayanan yang optimal akan mampu meningkatkankepatuhan wajib pajak badan. 

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan, maka saran yang dapat disampaikan 

untukKPP Pratama Gianyar adalahKPP Pratama Gianyar sebaiknya meningkatkan 

sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak badan secara rutin dan 

berkesinambungan.Sosialisasi yang dilakukan kepada wajib pajak badan akan 

berdampak pada meningkatnya kepatuhan wajib pajak badan. Saran yang kedua 

adalah KPP Pratama Gianyar hendaknya menjaga dan meningkatkan kualitas 

pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang optimal akan menjadi motivasi bagi 

wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga kepatuhan wajib 

pajak akan meningkat. 
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